PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR O TAHUN 2018
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang : a.

b.

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun
2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 298 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan,
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran

berakhir;
c. bahwa ...
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Mengingat

-

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2017,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kota  Besar  dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-
kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5 1)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

6. Undang-Undang ...
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9.

10.

L1

12.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor d57.5)s

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan ...
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17.

18.

Peraturan  Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1614);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Dacrah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan  Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S351);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 161);
Fetnl:urﬂm Pemm’mta.h Nomor 71 Tahun 2010 tcntnna




44,

24,

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Phearnen Daerah (Lemibaran Negara Kepublik Indotesia
Faliun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Fepblile Tndonesia Momor 52109),

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daernh (Lembnran Negara Republik Indonesia Tabun 2012
Nomor 5, Tambabhinn Lembaran Negara Republik Indonesia
Moo 572y,

Pernturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang,
Penpelolnnn Barnng  Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negarn  Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tombahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tabun 2017 tentang
Pernbinaan dan Pengawanan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republile Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018  tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
fl‘ihun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara




Peraturan Mentert Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Penpelolian Isetngan Ducrah
sebaganmana telah dinbah beberapa kol teralkhic dengan
Peraturan Mentert Dalam Negert Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturnn Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Kevangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang  Tata Cara Penatausahaan dan  Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penvampalannya,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
vang Bersumber dart Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54 1);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penvaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib
Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
i Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017




Menetapkan

30

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2000

tentang  Pokolk-pokok pengelolaan  Keuangian Daerah

sebagnimana telah diubah dengan Peraturan Danerah Kota

Randung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006

Pengelolaan [Keunngan  Daerah

(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 07);

Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2017
lanja Daerah Tahun

tentang  Pokok-pokok

Peraturan
tentang Anggaran Pendapatan dan Be
\nggaran 2017 (Lembaran Dacrah Kota Bandung, I'ahun

2017 Nomor 1),

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2017
tentang Perubahan  Anggaran pendapatan dan Belanjn
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daecrah Kota

Bandung Tahun 2017 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN  PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2017,

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran

2017, berupa laporan keuangan memuat:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;

; 'dei Laporan Operasional;

oran Arus Kas; ‘
} ; mm; dan




keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
npiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
ceuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
Pasal 2
ran realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayvat (1) huruf a, sebagai berikut:

Pendapatan RpS5.735.006.649.088,00
b. Belanja dan transfer Rp5.541.718.107.062,75
Surplus/Defisit Rp193.288.542.025.25

Pembiayaan

- Penerimaan Rp532.128.992.689,00
- Pengeluaran Rp123.623.000.000,00
Pembiayaan neto Rp408.505.992.689,00

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp601.794.534.714,25

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp610.539.043.994,00 (Enam Ratus Sepuluh Milyar Lima
Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Tiga Ribu
Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) dengan
rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah
Perubahan Rp6.345.545.693.082,00
b. Realisasi RpS5.735.006.649.088,00
Selisih Lebih/(Kurang) Rp(610.539.043.994,00)7

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer
sejumlah Rp1.211.196.578.708,25 (Satu Triliun Dua Ratus
Sebelas Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima
Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Koma
Dua Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja dan transfer
setelah Perubahan Rp6.752.914.685.771,00
b. Realisasi Rp5.541.718.107.062,75
Selisih Lebih/(Kurang) Rp(1.211.196.578.708,25)

(3) Selisih ...




(3)

(4)

(5)

(6)

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah
Rp600.657.534.714,50 (Enam Ratus Satu Milyar Tujuh
Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh
Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Koma Lima Puluh
Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah
Rp(407.368.992.689,25)

Rp193.288.542.025.25

Perubahan
o} Realisasi
Selisih Lebih/(Kurang) Rp600.657.534.714,50

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp0,00 (Nol Rupiah) dengan rincian sebagai
berikut:

a. Anggaran Penerimaan
Rp532.128.992.689,00

Rp532.128.992.689,00

Pembiayaan
b. Realisasi
Selisih Lebih/(Kurang) Rp0,00

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp1.137.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Tiga
Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran

Pembiayaan setelah Rp124.760.000.000,00
Perubahan
b. Realisasi Rp123.623.000.000,00

Selisih Lebih/(Kurang) Rp1.137.000.000,00

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp1.137.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh
Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Pembiayaan neto

setelah Perubahan Rp407.368.992.689,00
b. Realisasi Rp408.505.992.689,00

Selisih Lebih/(Kurang) Rp1.137.000.000,00

Pasal ...
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Pasal 4
Laporan  Perubahan  Saldo Anggaran Lebih  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) hurul b, per 31 Desember 2017
wlalah sebagan berikut
0 Saldo Anggaran Lebih Awal Rp532.128.992.689,00
b Penpounaan SAL sebagai

Penerimaan Pembiayaan

Fahun Berjalan (Rp.532.128.992.689,00)
( Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan

Anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp601.794.534.714,25
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp601.794.534.714,25

Pasal S
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c,

per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp23.963.431.940.297,50

b. Jumlah Kewajiban Rp402.136.539.603,32

¢. Jumlah Ekuitas Rp23.561.295.400.694,20
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2017, adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO Rp6.103.021.030.772,26
b. Beban (RpS5.587.697.519.424,50)
c. Surplus/(Defisit) Kegiatan

Operasional Rp515.323.511.347,76
d. Surplus dari Kegiatan Non

Operasional Rp131.280.912.472,57
e Pog liar Biasa (Rp345.875.625,00)
f.  Surplus/(Defisit) LO Rp646.258.548.195,33

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31

Desember 2016 adalah sebagai berikut:

a WS aldore




I
a. Saldo Kas awal per 1 Januart 2017 RpHad, 128 992 689,00
b Arus kas bersih dari aktivitas
operast Rpl.112 163,558,004 .25
¢ Arus kas bersih dari aktivitas
nvestast non Keuangan Rp(1.042 498 016.069,00)

d. Arus kas bersih dan aktvitas

pembiayvaan RpO,00
¢ Arus kas bersih dari aktivitas non

anggaran Rp14.058.809,00
. Saldo kas akhir per 31 Desembet

2017 l\‘l\UUl,HUH 993 . 543,345

Pasal 8
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 avat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai

dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal Rp23.862.223.976.710,40
b. Surplus/(Defisit) LO RpO46.258.548.195,33

¢. Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan/Kesalahan Mendasar (RpO47.187.124.211,52)

d. Ekuitas Akhir Rp23.561.295.400.694,20

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara

kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah Kota menindaklanjutu  seluruh
rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017,

(2) Pemerintah Daerah Kota dalam  menindaklanjuti
rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melibatkan instansi terkait sesual

kompetcnSi dan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal ...

T



Pasal 11
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1) terdir

dan
0 Lampiran |

Laporan Realisasi Anggaran

L Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi
anggaran menurul urusan
pemerintahan daerah dan
organisast,

2. Lampiranl.2 : Rincian laporan realisasi
anggaran menurut urusan
Pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja,
dan pembiayaan;

3.  Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran
belanja daerah menurut urusan
pemerintahan daerah,
organisasi, program dan
kegiatan,

4. Lampiran .4 : Rekapitulasi realisasi anggaran
belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah
dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara,

b. Lampiran Il . Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;

c. Lampiran Il . Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V :  Neraca;

il Lampiran VI . Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII . Catatan atas Laporan Keuangan,

h. Lampiran VIII . Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

i, Lampiran IX . Daftar Rekapitulasi Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih;

1 Lampiran X . Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir

dan Penyisihan Dana Bergulir;

k. Lampiran ...
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k. Lampiran XI Daftar Penvertaan Modal (Investas
Daerah;

1. Lampiran XII : Dalftar Rekapitulasi Realisasi
Penambahan dan Pengurangan Asel
Tetap Daerah;

m. Lampiran XIII . Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV . Daftar Rekapitulasi  Konstruksi
Dalam Pekerjaan;

0. Lampiran XV . Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

p. Lampiran XVI . Daftar Dana Cadangan Daecrah;

(. Lampiran XVII . Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r.  Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s.  Lampiran XIX . Daftar Kegiatan-kegiatan  yang
Belum Diselesaikan Sampai Akhir
Tahun dan Dianggarkan Kembali
Dalam Tahun Anggaran Berikutnya,

t.  Lampiran XX . Ikhtisar Laporan Keuangan Badan

Usaha Milik Daerah/Perusahaan

Daerah.

Pasal 12
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan
Keuangan dan Ikhtisar laporan keuangan BUMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, tercantum dalam Lampiran I,
Lampiran II, Lampiran IlI, Lampiran 1V, Lampiran V, Lampiran
V1, Lampiran VII dan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13
Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD scbagali rincian lebih

lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.




Pasal 14
Peraturan  Daerah  ini mulai  berlaku pada tanggal

diuvndangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Oktober 2018 |

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 9 (ktcher 2018
i ”‘ﬂ\

_ R}ﬂbﬁ@;
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QTA BANDUNG,

EVI SYAEFINI SHALEHA
VBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 6
REG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT

/ 163 /2018)




